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ABSTRACT 
This thesis discusses the implementation of the agricultural ministerial 
regulation No. 26 / Permentan / OT.140 / 2/2007 on the plantation business 
licensing guidelines (the study of the plantation business permit issuance (IUP-
B, IUP-P, IUP) on oil palm plantations in the district highway stronghold of 2007 
s / d 2013). The method used in this research is normative sociological 
approach. From the results of this thesis research we concluded that that the 
model and working methods of local government Kubu Raya in conducting the 
licensing process palm oil in accordance with the legislation in force, will teapi 
on stage pelakasanaannya there has been a violation of procedural in the field 
of licensing palm plantations palm in Kubu Raya regency, the indicator is visible 
from the stages are exceeded or are not implemented in the issuing of licenses 
of oil palm plantations. That the Plantation Business Permit (IUP-B, IUP-P, IUP) 
that do not meet some requirements remain just published by the Regent of 
Kubu Raya, this raises the ongoing conflict either conflict between companies 
and the company and between the company and the community. In this case 
the local authorities do not optimally control the oil palm plantation permits 
issued, so that in practice many oil palm plantation companies who violate the 
licensing requirements. No supervision of results in the absence of law 
enforcement against violations of licensing requirements made by the palm oil 
company. Recommendation: The government Kubu Raya district must conduct 
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a thorough evaluation of the licensing of oil palm plantations have been issued, 
and not do licensing new oil palm plantations (moratorium permitting) until the 
improvement of the licensing of oil palm plantations that have been published, 
both aspects of the law such as force companies build gardens for the 
community and realize a written agreement regarding a partnership, revoked 
the licenses of oil palm plantations were issued against the legislation, as well 
as social aspects such as the settlement of land conflicts between communities 
and oil palm plantation companies. Kubu Raya regency government should 
reform the bureaucracy in the service of licensing and supervision of oil palm 
plantations, in order to realize good governance apparatus in providing services 
and can resolve issues quickly and tepat.Pemerintah Kubu Raya must 
menyelesaaikan various issues related to the licensing of oil palm plantations 
that is, such as pushing for the amendment HGU certificate in which there are 
settlements, forests, smallholder, government facilities, and others. 
Keywords: Publishing, Permits, Business, Plantation, Palm Oil. 
 
ABSTRAK 
Tesis ini membahas tentang implementasi peraturan menteri pertanian 
Nomor:26/Permentan/Ot.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha 
perkebunan (studi terhadap penerbitan izin usaha perkebunan (IUP-B,IUP-
P,IUP) pada perkebunan kelapa sawit di kabupaten kubu raya tahun 2007 s/d 
2013). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan normatif  sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh 
kesimpulan bahwa Bahwa model dan metode kerja pemerintah daerah 
Kabupaten Kubu Raya dalam melakukan proses perizinan kelapa sawit telah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan teapi pada 
tahap pelakasanaannya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran prosedural 
dalam bidang perizinan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kabupaten 
Kubu Raya, yang indikatornya terlihat dari tahapan-tahapan yang dilampaui 
atau tidak dilaksanakan dalam proses penerbitan perizinan perkebunan kelapa 
sawit. Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) yang tidak memenuhi 
3 
 
beberapa persyaratan tetap saja diterbitkan oleh Bupati Kubu Raya , hal ini 
menimbulkan konflik yang berkepanjangan baik konflik antara perusahaan 
dengan perusahaan maupun konflik antara perusahaan dengan masyarakat. 
Dalam hal ini pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan secara optimal 
terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan, sehingga di 
dalam praktek banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar 
ketentuan perizinan. Tidak optimalnya pengawasan berakibat pada tidak 
adanya penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan perizinan yang 
dilakukan oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit. Rekomendasi : 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus melakukan evaluasi secara 
menyeluruh terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang telah diterbitkan, 
dan tidak melakukan pemberian izin perkebunan kelapa sawit baru (moratorium 
perizinan) sampai adanya perbaikan pelaksanaan perizinan perkebunan kelapa 
sawit yang telah diterbitkan, baik aspek hukum seperti memaksa perusahaan 
membangun kebun untuk masyarakat dan merealisasi perjanjian tertulis 
mengenai pola kemitraan, mencabut izin perkebunan kelapa sawit yang 
diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maupun 
aspek sosial seperti penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan 
perusahaan perkebunan kelapa sawit. Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus 
melakukan reformasi birokrasi dalam pelayanan dan pengawasan perizinan 
perkebunan kelapa sawit, agar terwujud aparatur pemerintahan yang baik 
dalam memberikan pelayanan dan dapat menyelesaikan berbagai persoalan 
secara cepat dan tepat.Pemerintah Kabupaten Kubu Raya harus 
menyelesaaikan berbagai persoalan terkait dengan perizinan perkebunan 
kelapa sawit yang ada, seperti mendorong untuk dilakukan perubahan sertifikat 
HGU yang di dalamnya terdapat pemukiman, kawasan hutan, perkebunan 
rakyat, fasilitas pemerintah, dan lain-lain. 
Kata Kunci: Penerbitan, Izin, Usaha, Perkebunan, Kelapa Sawit. 
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Latar Belakang  
Pembangunan perkebunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
pembangunan nasional, karena pembangunan perkebunan akan terus berperan aktif 
dan meningkatkan kontribusinya dalam memecahkan berbagai masalah nasional, 
terutama masalah ekonomi dengan meningkatkan pendapatan nasional, mendorong 
sektor industri, menyerap tenaga kerja dan mensejahterakan masyarakat. 
Di antara beberapa komoditas tanaman perkebunan yang cukup penting di 
Indonesia adalah kelapa sawit, di mana kelapa sawit ini merupakan komoditas 
peringkat ketiga penyumbang devisa nonmigas terbesar bagi negara setelah karet dan 
kopi, hal ini disebabkan karena minyak nabati yang dihasilkan dari kelapa sawit ini 
mempunyai keunggulan dari tanaman lain, yaitu berupa kadar kolesterol yang rendah 
bahkan tanpa kolesterol. 
Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap 
ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. 
Pembangunan perkebunan kelapa sawit telah memberikan manfaat bagi masyarakat. 
Semakin berkembanganya perkebunan kelapa sawit, maka semakin besar dampaknya 
terhadap tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan dan turunannya. 
Kapitalisasi usaha perkebunan sawit yang dilakukan pemerintah pada aras 
realitas menimbulkan paradok yang harus segara diatasi. Pada satu sisi komiditas 
sawit beserta turunannya merupakan komoditas yang sangat memberikan keuntungan 
ekonomi yang menjanjikan baik bagi pemerintah maupun para pengusaha 
perkebunan. Pada sisi lainnya kapitalisasi perkebunan yang membutuhakan areal 
yang besar dan masuk kewilayah pedalaman dan pemukiman masyarakat yang 
terkadang menimbulkan konflik pertanahan antara masyarakat dengan pengusaha 
perkebunan termasuk di bidang pertambangan.   
Hampir seluruh daerah di wilayah Indonesia berpotensi untuk dijadikan lahan 
pengembangan dan pembudidayaan kelapa sawit, hal ini dikarenakan hampir seluruh 
daerah di wilayah Indonesia beriklim tropis
1
, salah satunya adalah Kalimantan Barat, 
di samping merupakan daerah Khatulistiwa, berdasarkan pencatatan data 
                                                             
1
Iklim  keadaan udara, keadaan hawa (suhu, kelembapan, angin, hujan dan sinar 
matahari). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit. 
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klimatologi
2
 Stasiun Klimatologi Supadio Pontianak, iklim
3
di Kalimantan Barat 
memenuhi kriteria untuk ditanami kelapa sawit. 
Perkembangan Komoditi kelapa sawit di Kalimantan Barat sampai dengan 
tahun 2015, yaitu luas areal perkebunan 1.060.251 ha, dengan komposisi tanaman 
terdiri dari tanaman muda seluas 546,511 ha, tanaman menghasilkan seluas 512.356 
ha, dan tanaman rusak/tua seluas 1.384 ha, dengan jumlah produksi pertahun sebesar 
1.007.985 ton, dan Jumlah petani sebanyak 100.763 KK
4
. 
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 
2014  yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; maka berdasarkan Pasal 14 ayat 
(1) huruf J Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan 
Lampiran Huruf H Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, telah diserahkan 
urusan “Pertanian” termasuk di dalamnya sub bidang ”Perkebunan” sebagai urusan 
pilihan kepada daerah provinsi, kabupaten dan kota. Salah satu urusan diantaranya 
yang telah menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota adalah kebijakan : 
Pemberian izin usaha perkebunan, pemantauan dan pengawasan izin usaha 
perkebunan di wilayah kabupaten/kota.  
Dengan diserahkannya kewenangan pemberian izin usaha perkebunan sawit 
kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, maka luas lahan usaha perkebunan di wilayah 
Kabupaten/Kota menjadi semakin bertambah. Contoh, di Kabupaten Kubu Raya 
sampai tahun 2014 terdapat 30 perizinan perkebunan kelapa sawit seperti tercamtum 
dalam tabel 1 :  
Tabel 1 
No Nama Perusahaan Luas izin perkebunan/ha Ket 
1 PT. BUMI PRATAMA KHATULISTIWA 6,428.56  
                                                             
2
Klimatologi adalah ilmu yang mengkaji tentang sebab-sebab terjadinya dan pengaruh 
iklim terhadap bentuk fisik dan kehidupan berbagai daerah atau wilayah bumi. 
3
Iklim Tropis adalah iklim yang terdapat di daerah beriklim panas. 
4
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat, 2012, Perkembangan Komoditi Kelapa 
Sawit di Kalimantan Barat. 
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2 PT. MITRA ANEKA REZEKI 11,127.49 Pola Bagi Hasil 
3 PT. REZEKI KENCANA 5,716.44 Pola Bagi Hasil 
4 PT. SINTANG RAYA 10,131.30  
5 PT. FAJAR SAUDARA LESTARI 6,213 Pola Bagi Hasil 
6 PT. PALMDALE AGROSIA LESTARI 8,170.22  
7 PT. GERBANG BENUA RAYA 3,627  
8 PT. PARNA AGROMAS 0 Tidak aktif 
9 PT. NUSA JAYA PERKASA 1,527.00  
10 PT. KUSUMA ALAM LESTARI 1,061  
11 PT. SAWIT JAYA MAKMUR 3,740.00  
12 PT. CIPTA TUMBUH BERKEMBANG 2,171  
13 PT. BUMI SUBUR LESTARI TANI 688.39  
14 PT. ICHIKO AGRO LESTARI 12.199,88 ha  
15 PT.AGRO ALAM NUSANTARA 1,259  
16 PT. RAJAWALI JAYA PERKASA 1,137.00  
17 PT. GRAHA AGRO NUSANTARA 3,540.00  
18 PT. PINANG WITMAS ADABI 1,300  
19 PT. RIZKI SAWIT AMBAWANG 0 Tidak akti 
20 PT. SUMATRA UNGGUL MAKMUR 475.00  
21 PT, PUTRALIK DOMAS 1,187.99  
22 PT. SEBUKIT INTERNUSA 0 Tidak aktif 
23 PT. PUNGGUR ALAM LESTARI 0  
24 PT. BUMI PERKASA GEMILANG 4,911  
25 PT. SOLUSI JAYA PERKASA 50  
26 PT. HAMPARAN KENCANA SAKTI 0  
27 PT. BINA AGRO BERKEMBANG 1,110.97  
28 PT. PUNDI LAHAN KHATULISTIWA 110  
29 PT. BUMI ALAM SENTOSA 473.70  
30 PT. CIPTA TUMBUH BERBUAH 1,269.00  
 
Dari uraian diatas bahwa lingkup perkebunan yang diatur oleh Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan sebagai mana telah diganti 
dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan tersebar di 
berbagai wilayah provinsi di Indonesia, termasuk didalamnya perkebunan yang 
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berada di wilayah Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat. Perkebunan di 
Kabupaten Kubu Raya berada di bawah pengawasan Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten Kubu Raya. Sama halnya pada lingkup nasional, Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya memiliki peranan yang strategis 
dalam rangka melakukan pengawasan pada pelaksanaan izin usaha perkebunan guna 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan secara tidak langsung turut 
meningkatkan pendapatan nasional. 
Perkebunan di wilayah Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan oleh pelaku 
usaha perkebunan yang berupa pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang 
mengelola usaha perkebunan dengan dasar Hak Guna Usaha bagi pelaku usaha 
perkebunan yang berupa perusahaan perkebunan. Perusahaan perkebunan adalah 
pelaku usaha perkebunan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan 
menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha 
perkebunan dengan skala tertentu. 
Pemberian izin usaha merupakan salah satu langkah untuk menetapkan 
aturan main dan merupakan proses seleksi bagi para pelaku usaha perkebunan 
khususnya di wilayah Kabupaten Kubu Raya. Sedangkan pengawasan yang efektif 
dari pihak Dinas Perkebunan Kabupaten Kubu Raya sangat berpengaruh terhadap 
pengusahaan perkebunan yang berdaya guna bagi seluruh lapisan masyarakat di 
Kabupaten Kubu Raya pada khususnya dan peningkatan pendapatan nasional pada 
umumnya. Sehingga kedua hal tersebut merupakan dua sisi mata uang yang saling 
membutuhkan dan saling memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja 
dalam rangka mewujudkan keteraturan dalam pengusahaan perkebunan di Provinsi 
Kalimantan Barat khususnya. 
Salah satu peraturan yang memiliki peran penting dalam pengaturan izin 
perkebunan di Indonesia adalah Peraturan Menteri Pertanian 
Nomor:26/Permentan/OT. 140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan (selanjutnya Permentan 26/2007). Permentan No. 26/2007 merupakan 
kelanjutan, atau aturan operasional dari ketentuan Undang-Undang No. 18 tahun 
2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 39 tahun 2014 tentang 
Perkebunan,khususnya mengenai penggunaan tanah untuk perkebunan; luasan tanah 
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tertentu; izinusaha perkebunan, serta pola kemitraan. Sebagaimana bunyi Pasal 2 
Permentan 26/2007, peraturan tersebut dimaksudkan sebagai pedoman dalam 
memberikan pelayanan perizinan dan untuk melakukan usaha perkebunan. Kemudian 
selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan, bahwa ruang lingkup Peraturan 
tersebut meliputi: a) jenis dan perizinan usaha perkebunan; b) syarat dan tata cara 
permohonan izin usaha perkebunan; c) kemitraan; d) perubahan luas lahan, jenis 
tanaman, dan/atau perubahan kapasitas pengolahan, serta diversifikasi usaha; e) 
pembinaan dan pengawasan; dan f) sanksi administrasi.  
Dari hasil penelitian penulis di lapangan sampai dengan Desember
5
 2015 
tercatat 19 kasus konflik perkebunan kelapa sawit yang ada di Kabupaten Kubu 
Raya. Terlepas dari jumlah kasus yang tercatat, tidak diragukan bahwa pembangunan 
sektor perkebunan khususnya kelapa sawit memunculkan konflik dalam berbagai 
wujud antara masyarakat dengan badan-badan usaha baik milik negara maupun 
swasta. Situasi tersebut dapat dijelaskan secara teori maupun kenyataan di lapangan. 
Secara teoritis, pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit sangat memerlukan 
tanah dalam skala mega hektar sebagai faktor produksi utama, sementara disisi lain 
apa yang disebut sebagai tanah yang langsung dikuasai negara tidaklah sebanyak 
tanah-tanah negara yang berada dalam penguasaan masyarakat. Kenyataan inilah 
yang menyebabkan tanah-tanah negara yang berada dalam penguasaan masyarakat 
pun diincar untuk dijadikan lahan proyek pembangunan perkebunan kelapa sawit. 
Dalam situasi itulah konflik-konflik itu bermula yang kemudian berkembang dengan 
varian-varian sebab, akibat, maupun dampaknya.  
Konflik yang mengiringi pembangunan sektor perkebunan kelapa sawit 
sangat erat dengan persoalan tanah. Tanah sebagai faktor produksi utama wajib ada 
sebelum kebun sawit dibangun. Akan tetapi tanah yang dibutuhkan oleh usaha 
perkebunan kenyataannya berada dalam penguasaan masyarakat. Masyarakat merasa 
ditipu dan dijebak dalam kesepakatan melalui janji-janji palsu serta mengabaikan 
suara mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Dan dari sekian banyak 
penyimpangan dalam pengadaan lahan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan 
kelapa sawit, persoalan hukum yang paling serius adalah :  
                                                             
5
 Hasil wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya. 
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a. hak ulayat tidak diakui; 
b. perkebunan kelapa sawit dibangun tanpa ijin dari pemerintah;  
c. informasi tidak diberikan kepada komunitas; 
d. kesepakatan tanpa perundingan;  
e. pemuka adat dimanfaatkan untuk memaksakan penjualan tanah;  
f. pembayaran kompensasi tidak dilakukan;  
g. keuntungan yang dijanjikan tidak diberikan;  
h. kebun untuk petani tidak dibagikan atau dibangun;  
i. petani dibebani dengan kredit yang tidak jelas;  
j. AMDAL terlambat disusun;  
k. lahan tidak dikelola dalam waktu yang ditentukan;  
l. penolakan masyarakat diredam melalui kekerasan dan pengerahan aparat; dan 
m.  terjadi pelanggaran HAM serius. 
Realitas di Kabupaten Kubu Raya, menunjukkan  kebijakan pemerintah 
daerah memberikan izin terhadap usaha perkebunan  kelapa sawit yang seharusnya 
dapat mengontrol kegiatan usaha perkebunan sesuai dengan tujuan utamanya untuk 
meningkatkan sejehteraan masyarakat di Kabupaten Kubu Raya, ternyata kebijakan 
perizinan yang diberikan terhadap sebagian investor usaha perkebunan kelapa sawit 
justru menimbulkan dampak yang luas terhadap masyarakat yang tanahnya terkena 
atau termasuk lahan yang diberikan lokasi usaha perkebunan oleh Pemerintah 
Daerah. Hal ini tentu saja berdampak luas pada daerah dan Negara karena 
menimbulkan konflik pertahanan atau sengketa lahan perkebunan secara massif 
antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit.  
Dalam rangka mencari penyelesaian mengenai permasalahan pertanahan di 
areal perkebunan kelapa sawit, masyarakat dan perusahaan juga ada yang 
mendatangi DPRD Kabupaten Kubu Raya dan Kepolisian Daerah Kalimantan Barat 
baik dengan cara datang langsung maupun melalui surat untuk beraudien atau 
hearing menyampaikan permasalahan pembangunan perkebunan kelapa sawit. 
Selain audiensi/hearing masyarakat dan perusahaan ke DPRD Kabupaten 
Sambas seperti tersebut di atas, DPRD Kabupaten Sambas juga mendapat tembusan 
surat dari Kepolisian Daerah Kalimantan Barat  yang ditujukan kepada Bupati 
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Sambas mengenai Kisaran suara masyarakat mengenai konflik antara masyarakat 
Desa Terentang Hulu, Kubu Raya dengan PT. Ichiko Agro Lestari tentang perebutan 
lahan dan lahan plasma. 
DPRD Kabupaten Kubu Raya pernah juga pernah melakukan rapat dengar 
pendapat dengan Bupati Kubu Raya  beserta beberapa Satuan Kerja Perangkat 
Daerah (SKPD) terkait, Polda Kalbar, BPN Kabupaten Kubu Raya, perusahaan 
perkebunan, Arbiter di Kabupaten Kubu Raya, dan Kepala Desa Terantang Hulu 
terkait dengan penyelesaian sengketa lahan garapan lokasi Kelompok Tani Usaha 
Mandiri Prima dengan PT. Ichiko Agro Lestari. 
Dalam rangka mengatasi berbagai persoalan/konflik antara masyarakat 
dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya  , DPRD 
Kabupaten Kubu Raya   sudah pernah melakukan rapat kerja atau pemanggil 
beberapa SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya  , namun 
tidak mendapatkan hasil/solusi dalam mengatasi permasalahan pembangunan 
perkebunan kelapa sawit. 
Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka 
dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: 
1. Bagaimana model dan metode kerja pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya 
dalam melakukan proses perizinan kelapa sawit ? 
2. Mangapa Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) tetap diterbitkan 
meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan ? 
Pembahasan 
A. Model Dan Metode Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Dalam 
Melakukan Proses Perizinan Kelapa Sawit. 
a. Tata Cara Perolehan Lahan 
Untuk memberikan pelayanan kepada calon investor guna memperoleh 
lahan dapat diperoses melalui prosudur berdasarkan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. Urutan – urutan kegiatan untuk memproleh lahan usaha 
Perkebunan adalah sebagai berikut : 
1. Info Lahan/ Pencadangan Lahan 
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2. Pra Survey 
3. Study Kelayakan 
4. Izin Lokasi  
5. Sosialisasi kepada Masyarakat 
6. Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL atau UKL-UPL) 
7. Pembebasan Tanah 
8. Pemeriksaan ke lapangan terhadap rencana pembukaan lahan untuk 
mengetahui potensi tegakan/ Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) 
9. Rekomendasi 
10. Izin Usaha Perkebunan (IUP)/ Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-
B)/ Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) 
11. Hak Guna Usaha (HGU) 
12. Peralatan/ Alat Berat 
Langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas dapat diuraikan tahapannya 
sebagai berikut : 
1. Informasi Lahan 
Perusahaan mengajukan permohonan Informasi Lahan kepada Bupati   
dengan tembusan kepala BAPPEDA Kabupaten, Kepala Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. 
Permohonan tersebut tercantum luas dan letak lahan yang dimohon disertai 
dengan peta skala 1: 250.000 dan selain itu dilampirkan akte perusahaan dan 
profil perusahaan. Surat Informasi Lahan yang disetujui ditanda tangani oleh 
Bupati untuk disampaikan kepada perusahaan. 
2. Pra Survey 
Perusahaan mengajukan surat permohonan pra survey kepada Kepala 
BAPPEDA Kabupaten dan selanjutnya Diterbitkan Surat Izin 
Penelitian/Survey yang memuat Nama Ketua Tim peneliti dan pesertanya. 
Hasil survey dilaporkan kepada Bupati Cq. BAPPEDA dengan tembusan 
Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten setelah diekspose di 
Kantor Bappeda dengan mengundang para pihak yang terkait. 
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3. Studi Kelayakan 
Studi kelayakan disusun oleh konsultan yang ditunjuk oleh perusahaan 
merupakan sutau rencana jangka panjang perusahaan dalam bidang usaha 
perkebunan. Maksud dan tujuan pelaksanaan dan penyusunan Studi 
kelayakan, untuk mengetahui apakah proyek pengembangan perkebunan yang 
sedang dan akan dilaksanakan/ dibiayai layak (fisible) apabila dilaksanakan 
serta dikembangkan. Studi kelayakan merupakan suatu penelitian dan 
pembahasan untuk dapat memberikan gambaran dan informasi yang disajikan 
secara terinci dan sistematis yang didasarkan berbagai aspek yang pada garis 
besarnya meliputi : 
 Aspek Hukum dan Umum 
 Aspek Tehnis dan Tehnologi 
 Aspek Pasar dan Pemasaran 
 Aspek Sosial dan Lingkungan 
 Aspek Management dan Operasional 
 Aspek Ekonomi dan Keuangan 
 Aspek – aspek lain yang dianggap relevan 
4. Izin Lokasi 
Perusahaan yang telah melaksanakan pra survey dan melaksanakan 
expose atas hasil survey mengajukan permohonan izin lokasi kepada Bupati. 
Izin lokasi diproses oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah 
Kabupaten  yang ditanda tangani oleh Bupati, setelah mendapat 
Rekomendasi/Pertimbangan Teknis dari instansi terkait dan Kantor 
Pertanahan Kabupaten. Didalam izin lokasi memuat luas, letak dan 
persyaratan-persyaratan yang menyangkut kegiatan usaha pembangunan 
perkebunan. Izin lokasi berlaku selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak 
tanggal ditetapkan, dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) tahun 
apabila perolehan tanahnya sudah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah 
yang ditunjuk dalam izin lokasi. Permohonan perpanjangan izin lokasi 
disampaikan kepada Bupati  selama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa 
berlakunya izin lokasi. 
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5. Dokumen Lingkungan   
Sesuai Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No. 11 Tahun 
2006 sebagaimana telah diubah/diganti dengan Peraturan Menteri Negara 
Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2012 tentang Rencana Usaha dan atau 
Kegiatan yang wajib Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(AMDAL), bahwa semua jenis usaha tanaman perkebunan dengan luas diatas 
3.000 Ha wajib dilengkapi dengan Analisis mengenai Dampak Lingkungan 
Hidup (AMDAL) dan kurang dari 3.000 Ha wajib dilengkapi dengan Upaya 
Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan 
Hidup (UPL). 
6. Pembebasan Tanah 
Perusahaan yang telah mendapatkan Izin Lokasi melaksanakan 
pembebasan tanah secara langsung dengan pihak yang berkepentingan 
melalui jual beli atau acara pelepasan hak yang dilaksanakan dihadapan 
Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) atau akte pelepasan hak dihadapan 
PPAT setempat dengan pemberian ganti kerugian. Pembayaran ganti 
kerugian tanah, tanam tumbuh dan atau bangunan yang ada diatasnya atau 
barang lain milik pemegang hak atas tanah, harus diberikan langsung kepada 
yang berhak, tidak dibenarkan melalui perantara. Selanjutnya penerima izin 
diwajibkan segera mengajukan permohonan hak atas tanah kepada pejabat 
yang berwenang sesuai prosudur yang berlaku. 
7. Pemeriksaan Lapangan 
Perusahaan yang telah menerima izin, akan melaksanakan kegiatan 
pembukaaan lahan pada areal yang berhutan harus mendapat Izin 
Pemanfaatan Kayu (IPK). Untuk melengkapi permohonan IPK dilaksanakan 
pemeriksaan fisik lapangan oleh Tim yang terdiri dari petugas Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan  Kabupaten  (Bidang Kehutanan), dan Bappeda 
Kabupaten. Hasil pemeriksaan lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil 
Pemeriksaan Lapangan. Berdasarkan berita acara tersebut Kepala Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  menerbitkan Surat Dukungan, 
Permohonan Izin Pemanfaatan Kayu dengan mencantumkan luas yang akan 
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dimanfaatkan. Berdasarkan dukungan tersebut, perusahaan memohon IPK 
kepada kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  dan selanjutnya 
memperoses dan menerbitkan IPK. 
8. Rekomendasi 
Permohonan diajukan secara tertulis oleh pemohon dikirimkan melalui 
pos secara tercatat atau fasilitas sejenis dalam rangkap 3 (tiga) kepada 
Direktur Jenderal Perkebunan guna mendapatkan Rekomendasi Teknis bagi 
perusahaan yang melaksanakan Penanaman Modal Dalam Negeri/ 
Penanaman Modal Asing, dan kepada Gubernur untuk Rekomendasi 
Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan. 
9. Izin Usapa Perkebunan (IUP)/Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-
P)/Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) 
Perusahaan perkebunan mengajukan permohonan IUP/IUP-P/IUP-B 
Kepada Bupati , untuk selanjutnya diproses oleh Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan Kabupaten  setelah mendapat Rekomendasi dari Gubernur, dan 
dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian RI bagi Perusahaan yang 
melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri / Penanaman Modal Asing. 
10. Hal Guna Usaha (HGU) 
Perusahan mengajukan permohonan Hak Guna Usaha (HGU) Kepada 
Bupati  yang akan diproses oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten, 
selanjutnya dengan surat pengantar disampaikan kepada Kanwil BPN 
Provinsi atau BPN Pusat guna mendapatkan Surat Keputusan (SK) HGU 
yang memuat luas dan letak tanah sesuai kewenangan besarnya luas yang 
diberikan. Tanah yang diberikan HGU harus dipergunakan utuk usaha 
perkebunan dengan tanaman yang telah ditetapkan. Setiap perubahan 
penyelenggaraan pengusahaan, peruntukan dan bentuk perbuatan bermaksud 
utuk memindahkan HGU atas tanah perkebunan tersebut diperlukan izin 
terlebih dahulu dari Kepala BPN. Penerima HGU wajib melangsungkan dan 
memelihara, menghindarkan terlantarnya pengusahaan/ kelestarian tanah 
tersebut, serta menjaga dari setiap kemungkinan upaya penggarapan oleh 
pihak ketiga. 
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11. Peralatan/ Alat Berat 
Sebelum peralatan/ alat berat turun ke lapangan/ didaratkan ke lokasi 
perkebunan harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Bupati  Cq. Kepala 
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten  untuk selanjutnya akan 
diberikan rekomendasi, apabila peralatan sudah masuk ke lokasi akan 
dilakukan pengecekan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten . 
b. Jenis dan Perizinan Usaha Perkebunan (Berdasarkan Permentan No. 
26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha 
Perkebunan sebagaimana telah diubah dengan Permentan No. 
98/Permentan/OT.140/9/2013). 
Jenis usaha perkebunan terdiri atas usaha budidaya tanaman 
perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. Usaha 
perkebunan dapat dilakukan di wilayah kabupaten dengan memperhatikan 
perencanaan makro pembangunan perkebunan baik di wilayah kabupaten 
maupun provinsi.Badan hukum asing atau perorangan warga negara asing yang 
melakukan usaha perkebunan wajib bekerjasama dengan pelaku usaha 
perkebunan dalam negeri dengan membentuk badan hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 
Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya kurang dari 
25 (dua puluh lima) hektar harus didaftarkan oleh Bupati. Pendaftaran usaha 
budidaya perkebunan, antara lain meliputi keterangan identitas, domesili 
pemilik, luas areal, jenis tanaman, asal benih, tingkat produksi, dan lokasi 
kebun. Usaha budidaya tanaman perkebunan yang sudah didaftar diberikan 
Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Perkebunan (STD-B) oleh Bupati.Usaha 
budidaya tanaman perkebunan yang luas lahannya 25 (dua puluh lima) hektar 
atau lebih wajib memiliki izin. Izin diberikan pada perusahaan perkebunan. 
Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang berkapasitas di 
bawah batas minimal yaitu Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) dengan 
kapasitas  5 ton TBS/jam wajib didaftar oleh Bupati. Pendaftaran industri 
pengolahan hasil perkebunan antara lain meliputi keterangan mengenai 
identitas dan domisisli pemilik, lokasi industri pengolahan, jenis produk yang 
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menjadi bahan baku, kapasitas produksi, dan tujuan pasar. Usaha industri 
pengolahan hasil perkebunan yang sudah didaftar diberikan Surat Tanda Daftar 
Usaha Industri Pengolahan Hasil Perkebunan (STD-P) oleh Bupati.  
Usaha industri pengolahan hasil perkebunan yang memiliki kapasitas 
sama atau melebihi kapasitas paling rendah yaitu ≥ 5 Ton TBS/jam wajib 
memiliki izin.Izin diberikan kepada perusahaan perkebunan. Usaha budidaya 
tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dan 
memiliki unit pengolahan hasil perkebunan yang kapasitas olahnya sama atau 
melebihi kapasitas paling rendah yaitu ≥ 5 Ton TBS/jam, wajib memiliki Izin 
Usaha Perkebunan (IUP). 
Usaha budidaya tanaman perkebunan yang luasnya 25 (dua puluh lima) 
hektar atau lebih sampai dengan luasan 100.000 Ha dan tidak memiliki unit 
pengolahan hasil perkebunan sampai dengan kapasitas paling rendah <5 Ton 
TBS/jam, wajib memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B). 
Usaha industri pengolahan hasil perkebunan dengan kapasitas olah 
sama atau melebihi kapasitas paling rendah yaitu 5 Ton TBS/jam, wajib 
memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P). Usaha industri 
pengolahan hasil kelapa sawit, untuk mendapatkan IUP-P harus memenuhi 
paling rendah 20% (dua puluh per seratus) kebutuhan bahan bakunya dari 
kebun yang diusahakan sendiri. Perusahaan perkebunan yang memiliki dari 
IUP atau IUP-B, wajib membangun kebun untuk masyarakat sekitar paling 
rendah seluas 20% (dua puluh per seratus) dari total luas areal kebun yang 
diusahakan oleh perusahaan. 
Pembangunan kebun untuk masyarakat dapat dilakukan antara lain 
melalui pola kredit, hibah, atau bagi hasil. Pembangunan kebun untuk 
masyarakat dilakukan bersamaan dengan pembangunan kebun yang 
diusahakan oleh perusahaan. Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat 
harus diketahui oleh Bupati. IUP untuk 1 (satu) perusahaan diberikan dengan 
batas paling luas untuk perkebunan kelapa sawit adalah 100.000 Ha. Batasan 
paling luas ini tidak berlaku untuk : 
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1. Perusahaan Perkebunan yang memegang saham mayoritasnya Koperasi 
Usaha Perkebunan; 
2. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar atau seluruh saham dimiliki 
oleh Negara baik Pemerintah, Provinsi, atau Kabupaten ; atau 
3. Perusahaan Perkebunan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh 
masyarakat dalam rangka go public. 
IUP, IUP-B, atau IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber 
bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh Bupati. 
Bupati dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P harus memperhatikan 
rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi. IUP, IUP-B, atau IUP-P 
yang lokasi areal budidaya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas 
wilayah kabupaten diberikan oleh Gubernur dengan memperhatikan 
rekomendasi dari Bupati. IUP, IUP-B, atau IUP-P berlaku selama perusahaan 
masih melaksanakan kegiatannya sesuai dengan baku teknis dan ketentuan 
yang berlaku. 
c. Syarat dan Tata Cara Permohonan Izin Usaha Perkebunan (IUP/IUP-B/IUP-
P) 
Untuk memperoleh IUP-B, perusahaan perkebunan mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Bupati atau Gubernur sesuai dengan 
lokasi areal dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut: 
1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
3. Surat keterangan domisili; 
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten 
dari Bupati (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Gubernur); 
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan 
perkebunan provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh 
Bupati); 
6. Izin lokasi dari Bupati dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 
1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; 
18 
 
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila 
areal berasal dari kawasan hutan); 
8. Rencana kerja pembangunan perkebunan; 
9. Hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
10. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 
11. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian 
kebakaran; 
12. Pernyataan kesedian membangun kebun untuk masyarakat yang 
dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan 
13. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. 
Untuk memperoleh IUP-P perusahaan perkebunan mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan lokasi areal dengan 
dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 
1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 
2. Nomor Pokok Wajib Pajak; 
3. Surat keterangan domisili; 
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten 
dari Bupati (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh Gubernur); 
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan 
perkebunan Provinsi dari Gubernur (untuk IUP-B yang ditertibkan oleh 
Bupati); 
6. Izin lokasi dari Bupati dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan 
skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; 
7. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan; 
8. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati; 
9. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; 
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10. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau 
Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UPL) sesui peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
11. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; 
Untuk memperoleh IUP, perusahaan perkebunan mengajukan 
permohonan secara tertulis kepada bupati atau Gubernur sesuai dengan calon 
lokasi dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut : 
1. Akte pendirian perusahaan dan perubahannya yang terakhir; 
2. Nomor Pokok Wajib pajak; 
3. Surat keterangan domisili; 
4. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten  
dari Bupati  untuk IUP yang ditertibkan oleh Gubernur; 
5. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan 
perkebunan provinsi dari Gubernur untuk IUP yang ditertibkan oleh 
Bupati ; 
6. Izin lokasi dari Bupati  yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan 
skala 1 : 100.0000 atau 1 : 50.000; 
7. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari instansi Kehutanan (apabila 
areal berasal dari kawasan hutan); 
8. Jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh Bupati ; 
9. Rencana kerja pembangunan unit pengolahan hasil perkebunan; 
10. Hasil Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau 
Uapaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup (UPL) sesui peraturan perundang-undangan yang 
berlaku; 
11. Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas 
maksimum; 
12. Pernyataaan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk 
melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); 
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13. Pernyataan kesanggupan memiliki sarana, prasarana dan system untuk 
melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian 
kebakaran; 
14. Pernyataan kesedian membangun kebun untuk masyarakat yang 
dilengkapi dengan rencana kerjanya; dan 
15. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan. 
Bupati dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja 
terhitung sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan jawaban 
menunda, menolak atau menerima. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga 
puluh) hari kerja Bupati atau Gubernur belum memberikan jawaban, maka 
permohonan dianggap telah lengkap. Permohonan yang diterima atau yang 
dianggap lengkap diterbitkan IUP, IUP-B atau IUP-P. 
Permohonan ditunda apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen 
masih ada kekurangan pesyaratan yang harus dipenuhi. Penundaan 
diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan 
penundaannya. Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh hari 
kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan pemohon belum 
dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap 
ditarik kembali. 
Permohonan ditolak apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen 
ternyata persyaratan tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan 
dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan 
perkebunan. Penolakan diberitahukan secara tertulis kepada pemohon 
dengan disertai alasan penolakannya. 
d. Tata Urutan dan Persyaratan Bahan Kelengkapan Penerbitan 
Perizinan Usaha Bidang Perkebunan 
Penerbitan perizinan usaha bidang perkebunan harus sesuai dengan 
rencana tata ruang wilayah Provinsi (RTRWP) dan/ atau rencana tata ruang 
wilayah Kabupaten (RTRWK). Rencana tata ruang wilayah Provinsi dan/ 
atau rencana tata ruang wilayah Kabupaten adalah rencana tata ruang 
wilayah yang telah dipaduserasikan dengan kementerian yang membidangi 
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kehutanan. Penerbitan perizinan harus mengikuti tata urutan penerbitan 
perizinan usaha bidang perkebunan. Tata urutan penerbitan perizinan usaha 
bidang perkebunan adalah sebagai berikut: 
1. Pencadangan Lahan/ tanah 
Perusahaan perkebunan yang akan memperoleh Pencadangan Lahan/ 
tanah, Izin Lokasi, IUP/IUP-B/IUP-P dan Hak Guna Usaha harus 
mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang dilengkapi 
dengan persyaratan/ bahan kelengkapan. Pencadangan lahan/ tanah yang 
lokasi arealnya berada dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten oleh Bupati. 
Pencadangan lahan/ tanah yang lokasi arealnya berada pada lintas 
kabupaten/ kota diberikan oleh Gubernur. 
2. Izin Lokasi 
Izin lokasi yang lokasi arealnya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten 
diberikan oleh Bupati. Izin lokasi yang lokasi arealnya berada pada lintas 
kabupaten/ kota diberikan oleh Gubernur. 
3. Dokumen Lingkungan (AMDAL dan/atau UKL/UPL) 
Dokumen AMDAL dan/atau UKL/UPL yang sudah dibahas dan 
disahkan  oleh Komisi Penilai Amdal Provinsi dan/atau Kabupaten 
sesuai dengan kewenangannya (Undang-undang No. 32 Tahun 2009 
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan 
Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan) menjadi syarat 
untuk diterbitkannya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan (SKKL) 
oleh Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya. SKKL 
tersebut diterbitkan bersamaan dengan diterbitkannya Izin Lingkungan 
oleh Gubernur dan/atau Bupati sesuai dengan kewenangannya, untuk 
kemudian disampaikan kepada perusahaan perkebunan kelapa sawit. 
4. Rekomendasi 
Rekomendasi diberikan oleh Gubernur untuk Rekomendasi Kesesuaian 
dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan, dan oleh Direktorat 
Jenderal Perkebunan untuk Rekomendasi Teknis bagi perusahaan yang 
melakukan Penanaman Modal Dalam Negeri/ Penanaman Modal Asing. 
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5. IUP/ IUP-B/IUP-P 
IUP, IUP-B dan IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/ atau sumber 
bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten diberikan oleh 
Bupati dengan memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan 
provinsi. IUP, IUP-B dan IUP-P yang lokasi areal budidaya dan/ atau 
sumber bahan bakunya berada pada lintas kabupaten/ kota diberikan oleh 
Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Bupati berkaitan 
dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten. 
6. Hak Guna Usaha (HGU) 
Hak Guna Usaha, untuk luas lahan sampai dengan 200 (dua ratus) hektar 
pemberian surat keputusan haknya oleh Kepala Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional Provinsi. Hak Guna Usaha, untuk luas lahan diatas 
200 (dua ratus) hektar pemberian surat keputusan haknya oleh Kepala 
Badan Pertanahan Nasional. Untuk memperoleh Hak Guna Usaha 
(HGU) diperlukan dukungan permohonan sebagai berikut : 
a) Mengajukan surat permohonan dukungan Hak Guna Usaha (HGU) 
kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten dengan 
dilengkapi sebagai berikut : 
 Surat Izin Lokasi. 
 Surat Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan. 
 Proyek Proposal Perusahaan yang bersangkutan. 
 Kegiatan Fisik Lapangan. 
b) Berdasarkan hal tersebut diatas Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten akan mengeluarkan Surat Dukungan Permohonan Hak 
Guna Usaha kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Provinsi. 
 
e. Kemitraan  
Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, wajib membangun 
kebun untuk masyarakat sekitar harus disesuaikan dengan kondisi 
masyarakat setempat, atau paling rendah seluas 20% (dua puluh perseratus) 
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dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh perusahaan. Pembangunan 
kebun untuk masyarakat dapat dilaksanakan antara lain melalui pola kredit, 
hibah atau bagi hasil. Pembangunan kebun untuk masyarakat dilakukan 
bersamaan dengan pembangunan kebun yang diusahakan oleh perusahaan. 
Rencana pembangunan kebun untuk masyarakat harus diketahui oleh Bupati. 
Kemitraan dapat dilakukan melalui kemitraan pengolahan dan/atau 
kemitraan usaha. Kemitraan dilakukan berdasarkan pada asas manfaat dan 
berkelanjutan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling 
bertanggung jawab, dan saling memperkuat. 
Kemitraan dilakukan untuk pemberdayaan dan peningkatan nilai 
tambah bagi pekebun, karyawan dan/ atau masyarakat sekitar perkebunan, 
serta untuk menjamin keberlanjutan usaha perkebunan; Kemitraan 
pengolahan dilakukan untuk menjamin ketersediaan bahan baku, 
terbentuknya harga pasar yang wajar, dan terwujudnya peningkatan nilai 
tambah kepada pekebun sebagai upaya pemberdayaan pekebun. Kemitraan 
pengolahan dilakukan secara tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan 
hak dan kewajiban, pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka 
waktu, dan penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak 
dengan diketahui oleh Bupati. Jangka waktu perjanjian kemitraan 
pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling singkat 3 (tiga) 
tahun. 
usaha dilakukan antara perusahaan dengan pekebun, karyawan dan/ 
atau masyarakat sekitar perkebunan. Kemitraan usaha dilakukan secara 
tertulis dalam bentuk perjanjian yang berisikan hak dan kewajiban, 
pembinaan dan pengembangan usaha, pendanaan, jangka waktu, dan 
penyelesaian perselisihan yang ditandatangani kedua belah pihak dengan 
diketahui oleh Bupati. Jangka waktu perjanjian kemitraan usaha paling 
singkat 3 (tiga) tahun. Kemitraan usaha dapat dilakukan melalui pola: 
1. penyediaan sarana produksi; 
2. kerjasama produksi; 
3. pengolahan dan pemasaran; 
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4. transportasi; 
5. kerjasama operasional; 
6. kepemilikan saham; dan/ atau 
7. kerjasama penyediaan jasa pendukung lainnya. 
f. Tujuan, Jangka Waktu dan Perpanjangan Perizinan Usaha Bidang 
Perkebunan 
1. Pencadangan lahan/ tanah diberikan bertujuan untuk memberikan 
kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan survey 
atau penelitian. Pencadangan lahan/ tanah diberikan bertujuan untuk 
memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk 
melakukan survey atau penelitian. Pencadangan lahan/ tanah berlaku 
selama 6 (enam) bulan, dan dapat diperpanjang satu kali paling lama 3 
(tiga) bulan. Perpanjangan Pencadangan Lahan diberikan dalam rangka 
memberikan kesempatan kepada perusahaan perkebunan untuk 
menyelesaikan survey/ penelitian dan proyek proposal 
2. Rekomendasi teknis diberikan bertujuan untuk memudahkan perusahaan 
perkebunan mendapatkan izin dalam rangka penanaman modal; 
3. Izin lokasi diberikan bertujuan untuk memudahkan perusahaan 
perkebunan memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka 
penanaman modal yang berlaku sebagai izin pemindahan hak dan untuk 
menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman 
modalnya. Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut : 
 Izin Lokasi seluas sampai dengan 25 Ha diberikan selama 1 (satu) 
tahun; 
 Izin Lokasi seluas lebih dari 25 Ha diberikan selama 3 (tiga) tahun; 
Izin Lokasi dapat diperpanjang satu kali selama 1 (satu) tahun apabila 
perolehan tanahnya sudah mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang 
ditunjuk dalam izin lokasi, pengajuan perpanjangan dilakukan 3 (tiga) 
bulan sebelum berakhirnya izin lokasi. Apabila perolehan tanah tidak 
dapat diselesaikan dalam jangka waktu Izin Lokasi termasuk waktu 
perpanjangannya maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh 
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pemegang Izin Lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah 
diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut: 
 Dipergunakan untuk melaksanakan rencana modal dengan 
penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa 
apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah 
sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan 
bidang; 
 Dilepaskan kepada perusahaan lain yang memenuhi syarat. 
4. Izin Usaha Perkebunan (IUP) diberikan bertujuan untuk memberikan 
jaminan kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha 
budidaya perkebunan dan usaha industri pengolahan hasil perkebunan. 
Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B) diberikan bertujuan 
untuk memberikan jaminan kepada perusahaan perkebunan untuk 
melakukan usaha budidaya perkebunan. Izin Usaha Perkebunan untuk 
Pengolahan (IUP-P) diberikan bertujuan untuk memberikan jaminan 
kepada perusahaan perkebunan untuk melakukan usaha industri 
pengolahan hasil perkebunan. Hak Guna Usaha (HGU) diberikan 
bertujuan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah 
yang diusahakan perusahaan perkebunan sesuai dengan peruntukan 
penggunaan tanahnya. 
g. Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan 
1. Pencadangan Lahan/ Tanah, Izin Lokasi, IUP, IUP-B dan IUP-P yang 
diterbitkan dan dicabut oleh Bupati ditembuskan kepada Menteri, 
Gubernur, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi. 
2. Bupati wajib menyampaikan laporan kemajuan perkembangan fisik 
usaha perkebunan secara berkala kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan 
sekali dan menyampaikan tembusan laporan dimaksud kepada Direktur 
Jenderal Perkebunan. 
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3. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan 
perkebunan. 
4. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan dilakukan 
secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. 
5. Bupati melakukan penilaian dan pembinaan pembangunan kebun dan 
atau industri pengolahan hasil paling kurang 1 (satu) tahun sekali. 
6. Bupati melakukan penilaian kinerja perusahaan perkebunan secara 
periodik setiap 3 (tiga) tahun sekali. 
7. Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penilaian Bupati  
dapat membentuk Tim yang diberi tugas untuk melakukan pembinaan, 
pengawasan dan penilaian perusahaan perkebunan; 
8. Keanggotaan Tim terdiri dari unsur pejabat dari lingkungan Pemerintah 
Kabupaten yang diketuai oleh Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten; 
9. Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim; 
10. Biaya Tim dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten. 
11. Perusahaan perkebunan yang telah memiliki IUP, IUP-B atau IUP-P 
wajib menyelesaikan : 
a) Hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak 
diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP.  
b) Merealisasikan pembangunan kebun dan/ atau unit pengolahan sesuai 
dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku; 
c) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan 
lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; 
d) Membuka lahan tanpa bakar untuk mengelola sumberdaya alam 
lestari; 
e) Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan 
pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT); 
f) Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup 
(AMDAL), atau Upaya Pengelola Lingkungan Hidup (UKL) dan 
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Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku; 
g) Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat koperasi setempat; 
serta 
h) Melaporkan perkembangan usaha perkebunan kepada Gubernur atau 
Bupati/ Walikota sesuai kewenangannya secara berkala setiap 6 
(enam) bulan sekali. 
12. Pembinaan dan pengawasan usaha perkebunan dilakukan Pemerintah 
Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai lingkup kewenangannya. Dalam 
rangka pembinaan dan pengawasan dilakukan evaluasi secara berkala 
berdasarkan laporan perkembangan usaha perkebunan. 
13. Perusahaan perkebunan yang telah mendapat IUP, IUP-B atau IUP-P 
dilakukan penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun 
dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan yang diajukan pada saat 
permohonan izin usaha perkebunan. 
14. Penilaian dan pembinaan dilakukan berdasarkan rencana kerja 
pembangunan kebun dan/ atau industri pengolahan hasil perkebunan 
yang diajukan pada saat permohonan izin usaha perkebunan; 
15. Untuk kebun dan / atau industri pengolahan hasil perkebunan yang telah 
dibangun akan dilakukan penilaian dan pembinaan kinerja secara 
periodik 3 (tiga) tahun sekali; 
16. Penilaian dan pembinaan pelaksanaan pembangunan kebun dan/ atau 
industri pengolahan hasil perkebunan dilakukan sesuai dengan Pedoman 
Penilaian dan Pembinaan Perusahaan Perkebunan. 
B. Pelaksanaan Penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) Di 
Kabupaten Kubu Raya. 
Sebagai negara yang bercorak agraris, bumi, air, dan kekayaan alam yang 
terkandung di dalamnya,  sebagai karunia dan amanat Tuhan Yang Maha Esa 
kepada bangsa Indonesia, merupakan potensi yang sangat besar untuk 
pengembangan perkebunan dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, perkebunan harus diselenggarakan 
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berdasarkan atas asas manfaat dan berkelanjutan, keterpaduan, kebersamaan, 
keterbukaan,  serta  berkeadilan. 
Perkebunan mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam 
pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan 
kesejahteraan rakyat, penerimaan devisa negara, penyediaan lapangan kerja, 
perolehan nilai tambah dan daya saing, pemenuhan kebutuhan konsumsi dalam 
negeri,  bahan baku industri dalam negeri  serta optimalisasi pengelolaan sumber 
daya alam secara berkelanjutan.  
Pengembangan perkebunan dilaksanakan berdasarkan kultur teknis 
perkebunan dalam kerangka pengelolaan yang mempunyai manfaat ekonomi 
terhadap sumber daya alam yang berkesinambungan. Pengembangan perkebunan 
yang berkesinambungan tersebut akan memberikan manfaat peningkatan 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara optimal, melalui kesempatan yang 
sama untuk mendapatkan akses terhadap sumber daya alam, modal, informasi, 
teknologi, dan manajemen.  
Akses tersebut harus terbuka  bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan 
demikian, akan tercipta hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara 
pelaku usaha perkebunan, masyarakat sekitar, dan pemangku kepentingan 
(stakeholders) lainnya serta terciptanya integrasi pengelolaan perkebunan sisi hulu 
dan sisi hilir.Penyelenggaraan perkebunan yang demikian sejalan dengan amanat 
dan jiwa   Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 yaitu bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran 
rakyat.  
Usaha perkebunan terbukti cukup tangguh bertahan dari terpaan badai resesi 
dan krisis moneter yang melanda perekonomian Indonesia. Untuk itu, perkebunan 
perlu diselenggarakan, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara terencana, 
terbuka, terpadu, profesional dan bertanggung jawab demi meningkatkan 
perekonomian rakyat, bangsa dan negara. Untuk mencapai tujuan pembangunan 
perkebunan dan memberikan arah, pedoman dan alat pengendali, perlu disusun 
perencanaan perkebunan yang didasarkan pada rencana pembangunan nasional, 
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rencana tata ruang wilayah, potensi dan kinerja pembangunan perkebunan serta 
perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, sosial budaya, lingkungan hidup, pasar, dan aspirasi daerah dengan tetap 
menjunjung tinggi keutuhan bangsa. 
Pemerintah memiliki perhatian yang sangat tinggi terhadap upaya 
pengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia karena kedudukannya yang 
sangat penting dalam struktur perekonomian negara. Peran  ekonorni perkebunan 
kelapa sawit yang penting tersebut antara lain sebagai penciptaan lapangan kerja, 
peningkatan taraf hidup masyarakat yang berada dalam kawasan perkebunan, dan 
sebagai penyumbang devisa negara sehingga pemerintah memberikan fasilitas bagi 
keberadaan perkebunan kelapa sawit yaitu fasilitas untuk memperoleh tanah dan 
buruh yang murah serta perlindungan politis yang diberikan oleh pemerintah kepada 
investor. 
Memang sebenarnya permasalahan perkebunan adalah peninggalan program 
pemerintah tahun 80-an yang berpola perkebunan swasta murni, proyek-proyek 
pemerintah, dan pola swadaya. Strategi usaha yang dikembangkan oleh perusahaan 
perkebunan adalah: untuk memelihara keseimbangan antara pertumbuhan dan 
profitabilitas; melaksanakan Operacional Excellence; mengembangkan Intelectual 
Capital; mengembangkan industri hilir yang memberikan nilai tambah; dan 
menjalin aliansi strategis yang saling menguntungkan. Strategi usaha ini kemudian 
dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk kebijakan usaha, yang meliputi: 
mengendalikan usaha melalui indikator kinerja utama; memberlakukan Standar 
Operation Procedure (SOP) yang menunjang paradigma baru perusahaan; 
mengelola usaha berdasarkan nilai-nilai secara bertahap menerapkan kepemimpinan 
transfornasional; dan membudayakan inovasi yang meningkatkan produktivitas 
secara signifikan.  
Jika dilihat dari pernyataan di atas, maka jelaslah bahwa pembangunan 
perkebunan kelapa sawit membawa dampak positif bagi perkembangan 
perekonomian termasuk di Kabupaten Kubu Raya, sehingga perlu ditingkatkan 
dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan dan 
fungsi pengembangan perkebunan. Namun dampak positif yang timbul dari kegiatan 
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usaha perkebunan di sisi lain juga menimbulkan dampak negatif berupa kerugian 
bagi masyarakat di sekitar areal perkebunan termasuk pabrik pengolahan. 
Perkembangan usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kubu Raya 
cukup baik, hal ini terlihat dari hasil wawancara penulis dengan Perkembangan 
Kepala Seksi Pengendalian Usaha Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Kubu Raya bahwa  usaha perkebunan khususnya kelapa sawit cukup 
baik, apalagi di Kabupaten Kubu Raya yang merupakan kabupaten pemekaran dan 
belum lama berdiri, hal ini terbukti dengan banyaknya investor kelapa sawit yang 
masuk dan menanamkan modalnya di Kabupaten Kubu Raya. Namun demikian 
terdapat kendala terhadap ketersediaan lahan Areal Penggunaan Lain (APL) yang 
luasnya hanya 23%, sedangkan 77% merupakan kawasan hutan. 
Berdasarkan data yang diserahkan oleh BPN Kabupaten Kubu Raya dan 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Barat , 
diketahui ada 2 (dua ) Perusahaan yang sampai dengan bulan September Tahun 
2015 telah terbit Sertifikat Hak Guna Usaha, yaitu: PT. Ichiko Agro Lestari dan PT. 
Rajawali Jaya Perkasa. Terkait dengan penerbitan sertifikat HGU ini terdapat 
beberapa permasalahan, yaitu PT. Ichiko Agro Lestari dengan Sertifikat HGU No 
16-HGU-BPN RI-2007 Tanggal 28 Mei 2007 dengan luas 12.199,88 ha. Kemudian 
IUP yang diberikan berdasarkan Keputusan Bupati No. 400 tahun 2009 tertanggal 
20 November 2009 dan Keputusan Bupati No. 161 tahun 2011 tertanggal 19 Mei 
2011 dengan luas 9.000 ha. Dalam kedua keputusan Bupati mengenai IUP tersebut 
di atas terdapat ketidakjelasan, yaitu dalam Keputusan Bupati No. 400 tahun 2009 
dalam diktum kesatu huruf c dinyatakan bahwa Budidaya Kelapa sawit seluas ± 
9.000 ha di dalam areal sesuai sertifikat HGU Nomor 4 Tahun 2008, hal ini 
menimbulkan ketidakpastian hukum, karena berdasarkan data rekapitulasi HGU dari 
Pemerintah Kabupaten Kubu Raya tidak ada HGU Nomor 4 Tahun 2008. Kemudian 
dalam Keputusan Bupati No. 161 tahun 2011 yang menurut data perkembangan 
perizinan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kubu Raya sampai dengan bulan 
September 2013 dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kubu Raya 
merupakan revisi dari Keputusan Bupati No. 400 tahun 2009. 
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Dalam Keputusan Bupati No. 161 tahun 2011  dalam diktum kesatu huruf c 
dinyatakan bahwa Budidaya Kelapa sawit seluas ± 9.000 ha masuk dalam lokasi 
HGU PT. Ichiko Agro Lestari Nomor 16-HGU-BPN RI/2007. Selanjutnya dalam 
diktum kedua angka 12 dinyatakan bahwa perusahaan wajib menyelesaikan revisi 
HGU selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP ini, sampai 
dengan Bulan September 2013 HGU PT. Ichiko Agro Lestari Nomor 16-HGU-BPN 
RI/2007 belum dilakukan revisi. Hal ini berarti HGU PT. Ichiko Agro Lestari 
Nomor 16-HGU-BPN RI/2007 bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) PP No. 40 
Tahun 1996 tentang HGU, HGB dan HP atas Tanah yang menyatakan bahwa dalam 
hal tanah yang akan diberikan dengan HGU itu adalah tanah Negara yang 
merupakan kawasan hutan, maka pemberian HGU dapat dilakukan setelah tanah 
yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan. Selanjutnya 
Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pemberian HGU atas tanah yang telah dikuasai 
dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, pelaksanaan ketentuan HGU 
tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut 
sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Kemudian Pasal 4 ayat (4) menyatakan dalam hal di atas tanah yang akan 
diberikan dengan HGU itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain 
yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman 
tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU 
baru.Permasalahan dalam penerbitan sertifikat HGU seperti tersebut di atas juga 
terjadi pada HGU PT. Rajawali Jaya Perkasa (ada lahan/tanah milik masyarakat 
yang belum dibebaskan). Hal ini juga dinyatakan oleh BPN Kabupaten Kubyu Raya  
dalam keterangannya menyatakan bahwa   perusahaan PT. Rajawali Jaya Perkasa 
yang HGU-nya masuk dalam pemukiman masyarakat, lahan pertanian, lahan 
perkebunan masyarakat, kantor, pasar, dan lain-lain. Kasus PT. Rajawali Jaya 
Perkasa, di samping areal tersebut masuk pemungkiman dusun Banjar, Rejo, Banjar 
Tengah, Banjar Sari, Banjar Laut, dan Tanjung Wangi, Desa Rasau Jaya II, 
Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat terdapat program 
Revitalisasi yang nama kegiatannya dinamakan Kegiatan Lintas Sektor. Dishutbun 
pernah mengajukan kepada BPN Kabupaten Kabupaten Kubu Raya pada tahun 
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2012 agar lahan tersebut dapat disertifikatkan untuk kemudian dibagikan kepada 
rakyat Kubu Raya . Tetapi BPN menolak dengan alasan sudah dalam HGU PT. 
Rajawali Jaya Perkasa yang terbit HGU nya tahun 2009.   
Kesimpulan 
1. Bahwa model dan metode kerja pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam 
melakukan proses perizinan kelapa sawit telah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, akan teapi pada tahap pelakasanaannya telah 
terjadi pelanggaran-pelanggaran prosedural dalam bidang perizinan perkebunan 
kelapa sawit di Kabupaten Kabupaten Kubu Raya, yang indikatornya terlihat 
dari tahapan-tahapan yang dilampaui atau tidak dilaksanakan dalam proses 
penerbitan perizinan perkebunan kelapa sawit. 
2. Bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP-B,IUP-P,IUP) yang tidak memenuhi 
beberapa persyaratan tetap saja diterbitkan oleh Bupati Kubu Raya , hal ini 
menimbulkan konflik yang berkepanjangan baik konflik antara perusahaan 
dengan perusahaan maupun konflik antara perusahaan dengan masyarakat. 
Dalam hal ini pemerintah daerah tidak melakukan pengawasan secara optimal 
terhadap perizinan perkebunan kelapa sawit yang diterbitkan, sehingga di dalam 
praktek banyak perusahaan perkebunan kelapa sawit yang melanggar ketentuan 
perizinan. Tidak optimalnya pengawasan berakibat pada tidak adanya penegakan 
hukum terhadap pelanggaran ketentuan perizinan yang dilakukan oleh 
perusahaan perkebunan kelapa sawit 
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